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ffiIM PEMERINTAH MBUPATEN FLORES TIMUR
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KEPUTUSAN KEPAIA DINAS PENDIDIMN. KEPEMUDAAN DAN OIAHRAGA
IGBUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR gq TAHUr\l 2Ol9

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWA5TA
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOIAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OI.AHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

'6.

Mengingat : l.

b'ahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan yang
bermutu dan sesuai tlengan kebutuhan peserta didik, maka
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama yang berstatus
Swasta sebagai penyerenggara program penaiaitin. perru
diberikan izin operasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas pendidikan,
Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Ftores Timur tentang
Pemberian lzin operasional lekorah swasta sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama;-

undang-undang Nomor 20 '[ahun 2oo3 tentang sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Repubtik lndoneiia Tahun
2c03 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor $A1):

undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik rndonesii Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubih beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang'Nomor 9 Tahun 2015 teniang perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 25t4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran il"g.ru Republik
lndonesia Nomor 565Z):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
Nasional Penflidikan (Lembaran Negara Republik lndoneiia Tahun
?Q"QI,,.Nomo_r 

41. TamLrahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor'"496) sebagaimana tetah diuiah dengan peraturan
Pemerintah'No.mor liTahun 2015 teqteng perubalian Kedua Atas
Peraturan Pemeiintah Nomor 19 Tahun 2oG6*te.ntahs standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik inaon"iiu Tahun
20l 5 Nom or 45, Tambahan Lembaran Negora*epgbl ilglndorre_ ia
Nomor 5670):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemgrintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan Perfrerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4l3l);

2.

3.
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7.

5.

6.

10.

ll.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 rahun 200g tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 200gNomor 91. Tambahan Limbaran Negara Repubrik rndonesiaNomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor rz Tahun 2oro Tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan 0-emlJran Negara
Republik lndonesia Tahun zbto Nom or 23, Tambahan Lembaran
Neqara Republik rndonesia Nomor 5ro5), r"uugui*;nu t"t"tdiubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2oI0
tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor l7 Tahun
?.010 tentang Pengeroraan dan penyerenggaraan pendidikan
(Lembaran Negara Republik lndonesia ranun-zoto Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2oo6
tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar lsi untuk satuan
Pendidikan Dasar dan Menengih dan peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 'l'ahun 2005 tentang standar
Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Disar dan
Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2ooz
tentang standar Pengelclaan pendidikan oleh satuan pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2o rahun 2007
tentang Standar Penilaian pendidikanl

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan prasarana untuk sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah (SD/MI), sekolah Menengah pertama/
Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTi, dan Sekotah- Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA}

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun
2014 tentang Pedoman pendirian, penrbahan, dan penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2oog
tentang urusan Pemerintah yang Menjadi Karenangan
Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores
Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN :

Memberikan lzin operasional sekolah Swasta sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran ll'Keputusan ini.

8.

ts

9.

Menetapkan

KESATU

a#



KEDUA

KETIGA

D.3la1 m-enyeleng6arakan pendidikan, sekorah sebagaimana
dimaksud Diktunr KESATU, mempunyai kewajiban . -e-

a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau
melampaui standar Nasionar pendidikan. yant *eriputi ,l. Standar lsil
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan:
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar Prasarana dan Sarana:
6. Standar Pengelolaan:
7. Standar Pembiayaan: dan
8. Standar Penilaian pendidikanl

b. menggunakan kurikulum yang bertaku secara Nasional dan
kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal ;

c. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang
berkaitan dengan ciri khas satuan pendidikan sesuai dengan
perkembangan peserta didik;

d. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikau
dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada
Bupati metalui Kepala Dinas pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Flores Tirnur;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olahraga
lGbupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggat
ditetapkan.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 4 yXggJak( 2Ol9

Kepemqdaan dan Olahraga
Timur,
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epemudaan dan Olahraga


